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WALIKOTA KENDARI 

PROVINSI SULAWESI TEl'IGGARA 
PERATURAlf WALIKOTA KEKDARI 

NOMOR 37 TABUN 2019 

TENT ANG 
PROGRAM DAN KEGIATAN ORGAlflSASI PERANGKAT DAERAII 

LINGKUP PEMERIKTAB KOTA KUDARI 

DENGAlf RAHHAT TUllAll' YAlfG IIAllA EBA 

WALIKOTA KE!fDARI, - - 
Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (9) dan 

ayat'(l 1) Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Prooman Pengelolaan Keuangan Osierah serta Peratunrn 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan 
Peruturan Walikota tentang Program dan Kegiatan Organisasi 
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari dalam rangka 
penyusunan APBD. 

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor t, Tahun 1995 ten tang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendrui (Lembaran Negara 

' Repuhlik Jmlom:sia T1:thun 1995 Nomor· 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602), 

2.Unde.ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lemba.mn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286). 

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbcndaharaan 
Negara \Lembsirnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaa.n 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400). 

5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembanm Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem 
Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembamn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421). 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 55871 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Pertmbangan (Lembarnn Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
2005 Numor 137, Tuml.lahan Leml)aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 rentang S11:1tem 
!nformasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Jndoneaia Nomor 4576 :sebagaimana te\ah 
rliubah dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang perubahan atas Peraturau Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pe\ayanan Minimal 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

11. Pera tu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kmerja lnstansi Pemerintah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoma.n Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga.imana 
telah diubah terakhir denga.n Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 tentang Pecloman 
Pengelolnan Keuangun Daerah; 

15.Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntanst Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara gvaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tcntang Anggamn Pendapatan dan Bclanja Dacrah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Be\anja Daerah sebagaimana tclah 
diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara. Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
Bclanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabarnn Angg;irnn Pemlapatan dan Belsmja Daemh; 

f z.Peraturan Menlt:n Dalam Negen Numor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun AnAAa.ran 2016; 

18 Pemtumn Menten Dalnm Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelakeanaan Rf'!ncanA Pembangunan Daemh. 

19. Peraturan Menteri Dalam Negt:ri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19) 

20. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi 
Pemba.ngunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pcmbangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah. 

21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan zeuengen [Lembaran Daerah Kata 
Kendan Tahun 2007 Nomor 12). 

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 08 Tahun 2018 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDI 
2017-2022 Kota Kendari. 

MEMUTUSKAII" : 

Menetapkan: PERATURAJf WALIKOTA TENTA.l'fG PROGRAM DAN 
KEGlATA.l'f ORGANISASI PERA.l'fOKAT DAERAH Lll'IGKUP 
PEMERDJTAH KOT.A KENDA.RI 

BAB I 
KETENTUA.l'f UMUM 

PaHl 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang drmAksud rlengan · 
1. Daerah ndaloh Kot.a Kendari 



2 Pemerintah Daemh adalah Walikota dan Perangk.at Daerah 

sebagai unsur penyclcnggaraan Pcmcrintah Daemh yang 
memrmptn pelaksanaan unsur pemerinta.han yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kata Kendari. 

3. Walikot.a atlalah Walikota Kem.Ian 

4. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sclanjutnya 

disingkat Bappcda 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

sclanjutnya disingk.at RPJMN adalah dokumen Pcrencanaan 

Pembangunan Nasional untuk penode 5 {lima) Tuhun. 

6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah yang 
selanjuln.ya draingkat RPJPD adalah dokumen Pcrencanaa11 
Pcmbangunan Dacrah untuk pcriode 20 (dua puluh) Tahun. 

7 Rencuna Tata Ruang Wtlayah yang selanjutnye dtsmgkat 
RTR\1/ adalah rencana pola ruang wilayah, penetapan 

kawasan stategrs, arah pcmanfaatan ruang wilayah, dan 

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilnyah. 
8. Organiaasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dismgkat OPD 

adalah Per11ngk11t Daernh piuiA Pemerinr11h D11ernh selaku 

pengguna Angga.ran / Pengguna Ba.rang. 
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 
10. Misi adalah rumuaan umum mengenai upaya-upa.ya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 

11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk 

pemanfaatan eumber daya yang dimiliki Daerah untuk 

pemngkatan clan pemerataan pendapatan masyarakat, 
kescmpatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akscs 

da.n kualuas pelayanan pubtik dan daya saing Daerah sesuai 

dengan urusan pemenntahan yang rnenjadi kewenangannya. 
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya diaingkat RPJMD adalah doku.men pen:ncanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 'lejak dilantik 

sampai dcngan berakhirnya masajabe.tan Kepala Daerah. 

13. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan 
Renstra SK.PD adalah dokumen perencanaan SK.PD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 



14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rcncana Kcrja Pemenntah Daerah yang selanjutnya 
disingkat l<KPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode I (satu) tahun. 
15. Rencana Kerjlt dan Angga.ran yang selanjutnya disingkat RKA 

adalah dokumen perencanaan dan pengnnggaran yang berisi 

rcncana pcndapatan, rem:ana belanja program dan kegiatan 

OPD eerta rencana pembiayaan sebagar dasar Penyusunan 
APBD 

16. Rencana Kcrja Pcrangkat Daerah yang se\anjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun. 

17. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebth kegiatan dengan 

rnenggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencepeo 
has.ii yang terukur scsuai dcngan nuai OPD 

I 8. Kegratan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan o\eh 

satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari 

pencapai.im saearan terukur pada suatu program dan terdiri 

dan sekumpulan ttndakan pengerahan sumber daya oo;k 
yang berupa pereonil (sumber dnya manus,a), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 

maaukan (input] untuk mcnghaailkan keluaran (Outputl 

dalam bentuk barang /jasa, 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang aelanjutnya 

dismgkat APBD adalah Rcncana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujur bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan 
Peraturan Daerah 

20. Kebjjakan Umum APBD yang selanjutnya dismgkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, dan pembsayaan serta asumsi yang mendasa.rinya 

untuk pericxle 1 (satu) tahun. 

21 Pnoritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

dismgkat PPAS adalah program pnonLat1 dan patokan batas 

maksimal anggaran yang drbertkan kepada Perangknt Daerah 

untuk setiap program sebagat acuan dalam penyuaunan 

rencana kcrja dan anggaran Saluan Ke1ja Perangkal Daerah. 



22. Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah adalah 

serangke.ian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah unluk menghastlkan keluaran {output) 
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, yang 
merupakan bagian dari percepatan Pencapaian Visi M1si 

Kepala Daerah 
BABil 

RUANO LINGKUP 

P,uaJ2 

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan OPD 

Lmgkup Pemda Kota Kendari meliputi : 
Uraian Pedoman penyusunan APBD Kot.a Kendari ; 
Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pcrangkat Daerah, 

dan 

Kode Rekening Penganggaran yang memuat Daftar K.ode Program 
dan Kegiatan Perangkat Daerah menurul uruaan Pemenntahan 
Daerah dan Organisas1. 

(1) Sistematikn umiun Pedoman penyuaunan APBD Tahun 

Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 2 huruf 
a, me1iputi: 

a. Smkronisasi Kebijakan Pemenntah Kota dengan Kebijakan 
Pemerintah; 

b. Prinsip Penyusunan APBD; 

c. Kebijakan Penyusunan APBD; 

d. Teknis Penyuaunan APBD; dan 

e. Teknis Penyusunan RKA-OPD dan RKA-PPKD. 

(2) Rencana Pembangunan Daerah aebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 hurufb terdrri atae : 
a. RPJPD: 

b. RPJMD: dan 

c. RK.PD; 

(3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pas.al 2 huruf b terdiri at.as: 

a. Renstra Perangkat Daerah; dan 
b Renja Perangkat Daerah ; 



Pasal 4 

(I) RPJPD sebagrumana drmakaud dalam Pasa.l 3 ayat (2) huruf 

a, merupakan penjabruun dnri vtei, misi, amh kebiJakan, dan 

sasaran pokok pembangunan Daerah jangka penjang untuk 

20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan beTpedoman pada 
RPJPN dan RTRW. 

(2) RPJMD sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 

Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebiJakan, pembangunan Uaerah dan keuangan Daerah, serta 
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Dnera.h yang 
disertar dengan kerangka pendanaan tx:rnifat indikallf untuk 

jangka waktu 5 (lima) t.ahun yang disusun dengan 
berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 

(3) RKPD ,io;:bagaimana dimaktsud dalam Pa.W 3 ayat (2) huruf c 

merupakan penjeberan dan RPJMD yang memuat rancangan 

kerangka ekonom1 Daerah, pnoritas pembangunan Daerah, 

serra rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu I 

(satu) tahun yang drauaun dengan berpedoman pada RKP dan 

program stmtegis nasional yang ditctapkan olch Pcmcnntah 

Daerah. 

(!) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayal (3) huruf a memuat tujuan, saseran, prugram, 

dan kegratan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

Urnsan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan 

Pilihan st:suai dengan tugas dan fungsi st:bap Penmgkat 

Daerah. yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan 

bernifat indikatif. 

(21 Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan 

kelompok sasarnn yang disertai indikator kinerja dnn 

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungs.i setiap Perangkat 
Daerah, yang disusun berl)C(loman kepada Renstra Perangkat 
Dnerah dan RKPD. 



• 

BABm 
PERUMUSAII' SASARAN, PROGRAM DAll KEGIATAII OPD 

Pau.J. 6 

(I) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah 

dirumuskan dalam penyuaunan RPJMD, penyusunan RKPD 

berdasarkan t<enstra Perangkat Daerah, program 
pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan 

pembangunan Daera.h laionya. 
(2) Dalam rangka efis1ens1 dan ereknvrtee pencapatan kmerja 

pembangunan Daerah, BAPPe:DA menyusun daftar program, 

kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan 

berpedoman pada peraturan perundang undangan. 
(3) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dunakaud pada 

ayat (2), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan 
pembangunan Daerah yang selanjutnya dit:etapkan dengan 
Peraturan Walikota 

(4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 13), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat 
Daerah. 

(5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), seeara berkala dapat disempumakan sesuai dengan 

perkembangan dan perma.sa.J.ahan pembangunan Oaerah. 

Pau.17 

\ I) Sumber pendanaan rencana pembangururn 
bersumber dari APBD. 

(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
tennasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi 

masyarnknt sertn kontribusi sektor swost.n dnn pihak !nm 

dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. 

Program dan kegratan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD hams 

kons,sten dengan progrnrn dnn kegiatan yang telah dil.etnpkan 
dalam dokumen perencanaan pemba.ngunan Daerah 

Daerah 



• 

BABlV 

KODE REKEftlll'O PEIIGAll'GGARAN 

(I) Setiap urusan pemerintahan daerah dan org1rniMsi yang 

dicantumkan dal.am APBD menggunakan kode urusan 

pemerintahan daerah dan kode organisasi. 

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang 

digunakan dalam penganggaran menggunakan kodc akun 

pendapatan, kode akun belanja, dan kocle akun pembiayaan. 

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian 

obyek yang drcanrumkan dalam APBD menggunakan kode 

program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis. kode 

obyek dan kode rinctan obyek. 

(4) Untuk tertib pcnganggaran kocle sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I], ayat (2) dan ayat (3) dihjmpun menjad1 satu kesatuan 

kode anggaran yang disebut kode rekening. 

h-110 

Daftar Kode Program dan Kegiatan Organuwsi Pernngkat Daernh 
menurut urusnn Pemerinta.han Daerah dan Organisasi 

sebagaimana dirnaksud pada pasal 6 ayat 4 adalah kode rekening 

rincian objek belanja Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan 

karaktenstik daerab serta kesdarasan pcnyusunan statJ.stik 

keuangan negara. 

Paaal 11 

Dafuu- Kode Program dan Kegiatan Penmgkat Daerah 11ebagaimana 

dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam larnpiran dan 

merupe.ke.n bQgian ye.ng tidak terpisnhkan dari pemtumn We.likota 

ini. 



BABV 

KETBNTUAN PEN'UTUP 

Paaal 12 

Peraturan walikota ini mulai ber\aku pada tanggal d1undangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita 
Daemh Kota Kendari 

- 

: PA�.- � iORDINASI 
'� INSTALASI / WJJ l(�iUA PARAF 

' �· l',d..,. u .. 1/1,, • 

' "" • it= ' flt) 
' .... JI <1)11 ... .. 11- • • 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal IC-7- 2019 

Diundangkan dt Kendari 
pada tanggal 10 - 7- 2019 

SEKRETARIS DAER.AH KOTA KEIWARI 

NAHWAUMAR 

BERJTA DAERAH KOTA KEKDARI TAHUN' 2019 lfOMOR '11 
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